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Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap Pertumbuhan 







Semenjak dorongan reformasi birokrasi yang digulirkan pada tahun 1999, telah 
mendekonstruksi sistem kepemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Semangat 
reformasi birokrasi mencapai puncaknya pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu sebagai tonggak 
awal pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari asas 
desentralisasi. Kondisi tersebut merupakan babak baru bagi Negara Indonesia dalam sistem 
pengelolaan Keuangan Negara yang berorientasikan pada pencapaian kinerja dengan 
memfokuskan pada output dan outcome. Tujuan otonomi daerah adalah diprioritaskan untuk 
peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, dan percepatan pertumbuhan 
eknomi serta kemandirian yang merupakan implementasi dari output dan outcome 
(Mardiasmo, 2002: 59, Bastian, 2006: 354). Segala kegiatan pemerintah dalam ruang lingkup 
Otonomi Daerah dibiayai oleh APBD. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk melihat 
sejauh mana efek pelaksanaan otonomi daerah yang dibiayai APBD berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Objek penelitian ini adalah data-data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Propinsi Bali dari tahun 2001-2008, yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Data-data keuangan yang diteliti meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, 
Realisasi Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Realisasi Pengeluaran Anggaran Belanja 
Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian secara simultan untuk Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, 
Realisasi Anggaran Belanja Modal, Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Rutin 
berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan secara parsial 
menunjukkan hanya Realisasi Anggaran Belanja Rutin yang berpengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi 
Anggaran Belanja Rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
 
Keyword: Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Anggaran 
Belanja Modal, Realisasi Anggaran Belanja Rutin, Pertumbuhan Ekonomi 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Tiga dekade yang lalu perekonomian masyarakat Bali sangat 
didominasi oleh pertanian, baik dalam produksi maupun lapangan kerja. Saat 
ini pariwisata adalah satu-satunya industri yang paling besar di sana yang pada 
akhirnya menyebabkan Bali sebagai salah satu daerah paling kaya di Indonesia. 
Sekitar 80% perekonomian Bali bergantung pada pariwisata (Baker, 2003: 1). 
Di akhir Juni 2011, kredit bermasalah atas semua Bank di Bali rata-rata sebesar 
2,23%, relatif lebih kecil dibandingkan dengan sekitar rata-rata 5% dari kredit 
bermasalah industri perbankan Indonesia (http://www.thejakartapost.com). 
Perekonomian Bali mengalami keterpurukan yang cukup berarti saat 
terjadi bom teroris pada tahun 2002 dan 2005, namun industri pariwisata 
perlahan pulih lagi, hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam website 
http://www.thebalitimes.com bahwa pariwisata Bali bertahan terhadap bom 
teroris tahun 2002 dan 2005, dan faktanya telah perlahan pulih bahkan 
mengungguli level sebelum pengeboman. Tren jangka panjang tetap 
menunjukkan peningkatan jumlah kedatangan pengunjung, pada tahun 2010, 
Bali menerima 2,57 juta turis asing. Ini mengungguli target 2-2,3 juta turis. 
TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan 
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hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang diubah dengan Peraturan Perubahan Nomor 3 Tahun 2005 dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Mardiasmo, 2002: 24). Kedua undang-undang tersebut 
merupakan payung hukum pelaksanaan dan tonggak awal diselenggarakannya 
otonomi daerah (Bastian, 2006: 2), yang secara resmi diberlakukan pada 
tanggal 1 Januari 2001 (Saragih, 2003: 29; Kuncoro, 2004: 18). 
Menurut Mardiasmo (2002: 59), tujuan utama pelaksanaan dan 
pemberlakuan undang-undang otonomi daerah diprioritaskan untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. 
Menurut Bastian (2006: 354), tujuan otonomi daerah diarahkan untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 
kesenjangan antardaerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar 
lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di 
daerah masing-masing. 
Yuliati (2001: 16) menyatakan bahwa dalam usaha mempercepat 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk 
digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan 
masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. 
Pendapat tersebut didukung Malthus (Irawan dan Suparmoko, 2002: 27), bahwa 
untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah 
kapital untuk investasi yang terus-menerus. 
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Modal sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan 
dalam bentuk uang (money) tetapi real capital atau capital goods (barang-
barang modal). Penanaman/penambahan modal terhadap persediaan barang 
modal biasanya disebut investasi (Kamaluddin, 1996: 71-72). Menurut Standar 
Akuntansi Pemerintah (2005), investasi dalam kerangka pemerintah 
didefinisikan sebagai belanja modal/pembangunan yang memberi manfaat lebih 
dari satu tahun. Pengertian tersebut ditekankan pada penggunaan aset untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat/publik. Suatu aset di pemerintah (pusat atau daerah), khususnya 
aset tetap seperti dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur sarana dan 
prasarana publik, dan aset tetap lainnya diperoleh melalui proses pengeluaran 
dana yang disebut Belanja Modal (Halim dan Subiyanto, 2008: 4-5). 
Penginvestasian pemerintah yang berasal dari belanja modal dari 
tahun ke tahun akan berakumulasi menjadi akumulasi modal yang merupakan 
keharusan bagi pembangunan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju, hal ini 
sejalan dengan pendapat Suryana (2000: 72) bahwa semakin besar modal yang 
tersedia maka akan mempercepat pembangunan ekomomi.  
Menurut model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran 
pemerintah yang dikembangkan Walt Whitman Rostow dengan 
menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring tahap-tahap 
pembangunan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan Teori Dorongan Kuat 
(big push theory), pada tahap awal perkembangan ekonomi pemerintah akan 
membutuhkan investasi yang besar (Mangkoesoebroto, 1993: 170). Musgrave 
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berpendapat bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah 
untuk barang modal sebagai pemberian fasilitas sarana dan prasarana publik 
untuk pengembangan ivestasi harus lebih besar daripada sektor swasta sehingga 
kemudian diharapkan peranan pemerintah dalam pembentukan modal akan 
menurun setelah berlangsungnya proses pertumbuhan ekonomi 
(Mangkoesoebroto, 1993: 170). 
Teori pengeluaran yang dikemukakan oleh Adolf Wagner 
menyatakan bahwa pengeluaran dan kegiatan pemerintah yang semakin 
meningkat telah lama dirasakan. Tendensi makin meningkatnya pengeluaran 
pemerintah oleh Wagner dinamakan “Gesetz der wachsenden Ausdenhmung 
den Staatstatigkeiten” atau hukum selalu makin meningkatnya kegiata-kegiatan 
negara (law of ever increasing state activities). Hukum Wagner tersebut oleh 
R.A. Musgrave disebut hukum “growing public expenditure” atau hukum 
makin meningkatnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Soetrisno, 1984: 
364). Peningkatan kegiatan pemerintah difokuskan untuk membangun 
infrastruktur sarana dan prasarana dengan tujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 
Salah satu tujuan otonomi daerah diarahkan untuk kesejahteraan 
masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Teori hukum Wagner 
yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat seiring 
dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka memacu laju 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan publik merupakan salah 
satu pelaksanaan tujuan otonomi daerah yang diimplementasikan pada 
pengeluaran belanja rutin (Soetrisno, 1984: 364). 
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Pengeluaran belanja rutin diidentikkan sebagai pengeluaran yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari pemerintah dalam 
menjalankan tugas kepemerintahan yang ada setiap tahun (Mardiasmo, 2002: 
66). Pendapat tersebut didukung teori Walt Whitman Rostow tentang 
pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada tahap-tahap pertumbuhan 
ekonomi dan hukum Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran semakin 
meningkat berdasarkan kegiatannya dalam menjalankan tugas kepemerintahan 
dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi 
daerah (Mangkoesoebroto, 1993: 170; Soetrisno, 1984: 364). 
Tujuan utama penerapan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2002: 59; Bastian, 2002: 354). Daerah 
yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD 
merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan diyakini antara PAD dan pertumbuhan ekonomi terdapat 
adanya korelasi (Saragih, 2003: 55-58). Pendapat tersebut didukung Teori 
Peacock dan Wiseman yang mengemukakan suatu teori “bahwa perkembangan 
ekonomi meyebabkan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak 
tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak 
sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh 
karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan 
penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran 
pemerintah menjadi semakin besar pula” (Mangkoesoebroto, 1993: 173). 
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Penelitian ini mencoba untuk menguji secara empiris terkait dengan 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Bali, hal ini seperti yang ditunjukkan 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 1.1: Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Bali 
2001-2005 
   Pertumbuhan Ekonomi  2001 2002 2003 2004 2005
1  Kab. Badung  3.14 3.06 3.58 4.86 5.00
2  Kab. Bangli  3.27 3.03 3.38 4.03 4.46
3  Kab. Buleleng  4.09 4.06 4.84 4.98 5.60
4  Kab. Gianyar  4.45 3.48 3.33 4.95 5.47
5  Kab. Jembrana  3.14 3.06 3.58 4.86 5.00
6  Kab. Karangasem  2.90 3.09 4.05 4.49 5.13
7  Kab. Klunkung  5.78 5.53 3.10 4.67 5.41
8  Kab. Tabanan  3.07 4.54 4.91 4.73 5.96
9  Kota Denpasar  5.12 5.03 5.31 5.83 6.05
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut: 
Grafik 1.1: Prosentase Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bali 2001-2005 
 
Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bali selama lima tahun (2001-
2005) diraih oleh dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Klunkung dan Kota 
Denpasar. Untuk tahun 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih 
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oleh Kebupaten Klunkung dengan prosentase masing-masing sebesar 5,78% 
dan 5,53%, sedangkan untuk tahun 2003 sampai 2005 Kota Denpasar meraih 
pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dengan angka pertumbuhannya masing-
masing sebesar 5,31%, 5,83% dan 6,05%. 
Pertumbuhan ekonomi terendah di Bali tahun 2001-2005 dialami 
oleh tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karangasem untuk tahun 2001 sebesar 
2,90%, Kabupaten Bangli untuk tahun 2002 sebesar 3,03%, tahun 2004 sebesar 
4,03%, dan tahun 2005 sebesar 4,46%, serta Kabupaten Klunkung untuk tahun 
2003 sebesar 3,10%. 
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah dari 
tahun 2001 sampai dengan 2005 di Propinsi Bali tersebut maka dapat dilihat 
bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi oleh kabupaten/kota di Bali. Dan 
dapat dilihat pula bahwa terdapat perubahan yang cukup drastis yang dialami 
Kabupaten Klunkung yang pada tahun 2001 meraih pertumbuhan ekonomi 
tertinggi namun pada tahun berikutnya justru menjadi yang terendah. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Era Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kota di 
Propinsi Bali”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
perumusan yang dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah 
untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi  
anggaran belanja modal, dan realisasi anggaran belanja rutin berpengaruh 
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terhadap pertumbuhan ekonomi di era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota 
di Propinsi Bali. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik 
pengaruh realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran belanja 
modal, dan realisasi anggaran belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Era Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2001-2008. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat 
untuk beberapa pihak sebagai berikut: 
a. Peneliti 
Untuk memperdalam keilmuan di bidang sektor publik, baik 
akuntansi/keuangan pemerintah maupun organisasi nirlaba. 
b. Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang 
sangat berharga sebagai Dharma Bhakti perguruan tinggi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan 
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada khususnya untuk konsentrasi 
Sektor Publik sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan mungkin 
dapat memberikan ide atau inspirasi untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian di 
bidang yang sama berkaitan dengan tujuan penelitian di masa yang akan 
datang. 
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c. Peneliti selanjutnya. 
Memberikan kontribusi atau referensi tambahan sebagai khazanah ilmu 
pengetahuan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik/keuangan 
daerah serta pengukuran kinerja pemerintah. 
d. Pemerintah. 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bukti empiris keterkaitan tentang 
realisasi anggaran pendapatan asli daerah, realisasi anggaran belanja 
modal dan realisasi anggaran belanja rutin berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
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